Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

bahwa air tanah merupakan sumber daya alam lyang dikelola secara
terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungamy y@ertujuan untuk

mewujudkan keseimbangan ketersediaan dan pemamigata serta

berdampak terhadap kehidupan dan kelestarian limggay

bahwa pengelolaan air tanah di wilayah Kota Pasurnarupakan sebagian
urusan Pemerintah Kota Pasuruan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpksiadhuruf a dan b
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PengrelalaTanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahl@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota KecilJdiva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 8ftang Konservasi
Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemrii@mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahambazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun9lfhtang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1ah999 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8®@3)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 919@ntang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas datipKiorKolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat@®9 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8fait)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2@®ang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal204 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®ior)4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 42G@ntang
Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan (Lembagara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaragarfdeRepublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahur®042 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ewianTahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik kesianNomor 4437)
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sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengamangadndang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negamulilik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Riepuroonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahur72@@tang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun7 2RB@mor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffi)}
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20@&tang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Neepablik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rkplidonesia
Nomor 4959);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 92G@ntang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lawarb Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buifal982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkdasuuruan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2[uial999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaiksygara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 3174);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Buifa2000 Tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan LembaragardeRepublik
Indonesia Nomor 3955)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Ruifa2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencem&ia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Buifa2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggamannian Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMobé&, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Buifa2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia TahwW062 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nott@4)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Ruifa2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Riéplidonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtdbn@sia Nomor
4858);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48172008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun8 2B@mor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#889);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 TaR007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&erdd@rundang-
undangan;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MinergbuRkk Indonesia
Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis yBlemggaraan
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanabh;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomofTa8un 2002 tentang
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/ igaben/Kota;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomofTaéun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungdap Hlan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MinergbuRkk Indonesia
Nomor 716K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal @edan Air Tanah di
Pulau Jawa Dan Pulau Madura,
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Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun t2o@@ng Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2002 — 2012 (Lembaran Daeath Rasuruan Tahun
2002 , Nomor 9, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 28@tang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KBt@suruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 26@&ng Urusan

Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Katardgan Tahun 2008,
Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun #6@8ng Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kasaufdan Tahun 2008,
Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun &008ng Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LembarandbaKiota Pasuruan
Tahun 2008, Nomor 10).

Dengan Per setujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

agrwnE

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

Provinsi adalah provinsi Jawa Timur.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyangitisi SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Petaéridota Pasuruan yang
tugas pokok dan fungsinya menangani sumber dayareih.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selgajutiisingkat Kepala
SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahlingkungan
Pemerintah Kota Pasuruan yang tugas pokok danifuyagsienangani sumber
daya air tanah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yamgpakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komangiteseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha mdi&rdh (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, lspedana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masgmnisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan Hemtadan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami anfauatan yang terdapat
pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan dayaaaig terkandung di
dalamnya.
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Daya air adalah potensi yang terkandung dalamaaifatiau pada sumber air
yang dapat memberikan manfaaat maupun kerugian kelgdupan dan
penghidupan manusia serta lingkungannya.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisaahtatau batuan di bawah
permukaan tanah.

Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisandajenuh air yang dapat
menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukupelanomis.

Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang ddbadéeh batas-batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologieperti proses
pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanédmigsung.

Wilayah Cekungan Air Tanah adalah kesatuan wilgyaigelolaan air tanah
dalam satu atau lebih cekungan air tanah.

Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakanaksaeakan,
memantau, mengevaluasi penyelenggaraan  konservasi tanah,
pendayagunaan air tanah, dan pengendalian dayaauganah.

Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk meohgle data dan informasi
air tanah.

Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat shoruair tanah yang
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebaganas eksplorasi,
pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemangaanimbuhan air
tanah.

Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sgalyrsaluran air, dan
terowongan air untuk mendapatkan air tanah yarakshinakan sesuai dengan
pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengembiemakaian dan
pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah d¢aka air untuk
memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanalk berbagai
keperluan.

Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah hda& untuk memperoleh
dan memakai air tanah.

Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah lattala untuk memperoleh
dan mengusahakan air tanah.

Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk mempérdiak guna pakai air
dari pemanfaatan air tanabh.

Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk meolgtehak guna usaha air
dari pemanfaatan air tanabh.

Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tadakail untuk menetapkan
lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakierssmber air tersebut,
melalui pengeboran eksplorasi air tanah dan suyeefisika.

Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dametidara keberadaan,
kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahahkiedestarian dan atau
kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuanttas kualitas yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidugk baktu sekarang
maupun pada generasi yang akan datang.

Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankkastirian kondisi dan
lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan

Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga kebaraderta mencegah
terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan aiakan

Pemeliharaan Air Tanah adalah memelihara keberaddarianah sesuai
fungsinya.

Pengawaten Air Tanah adalah upaya memelihara koddals lingkungan air
tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dait&sighng memadai.
Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mehcedan
menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkamdisinya agar
fungsinya kembali seperti semula.

Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upayaegsmn dan
penanggulangan pencemaran air tanah serta memuliakatanah untuk
menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan taiku air.

Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperkatikiic merehabilitasi
kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih bai&u&embali seperti semula.
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Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memplkrbkondisi dan
lingkungan air tanah yang telah mengalami penurukzentitas dan atau
kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semul

Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mtaige cekungan dan
potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikgnelitian dan
eksplorasi air tanah.

Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagumesyediaan dan
penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air $a@caha optimal,
berhasil guna dan berdaya guna.

Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentt@a pengambilan
dan penggunaan air tanah.

Penyediaan Air Tanah adalah upaya untuk pemenuttautkhan akan air dan
daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengatitks dan kuantitas
yang sesuai.

Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan peatanfair tanah.
Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkataarfaatan fungsi air
tanah sesuai dengan daya dukungnya;

Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilapataanfatan air tanah
untuk tujuan komersial.

Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberisga@han, petunjuk,
bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningiatkinerja dalam
pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah usahg ry@mcakup kegiatan
pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilantaaah untuk
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi geerijasinambungan
kuantitas dan kualitas.

Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakuk#tok menjamin
tercapainya pelaksanaan teknis dan administragigb@aan air tanah.
Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yangushatipenuhi untuk
melakukan kegiatan di bidang air tanah.

Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencasaicara terus
menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dakuliggn air tanah, yang
diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan ataugrabdan air tanah.

Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memaadudukan muka
dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.

Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pagtng tertata
berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air patkh suatu cekungan
air tanah.

Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakblk#n secara mekanis
maupun manual.

Daerah Imbuhan Air Tanah (recharge area) adalalu swdayah dimana
proses keluaran air tanah berlangsung secara &lgrada suatu cekungan air
tanah.

Pengeboran adalah kegiatan pembuatan sumur bor soigtu perusahaan
pengeboran yang telah memiliki izin.

Penurapan adalah suatu kegiatan membangun sardma memanfaatkan
mata air, di lokasi pemunculan mata air.

Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasogkaunsur, zat,
komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam am&h oleh kegiatan manusia
atau oleh proses alami yang mengakibatkan muttaaah turun sampai ke
tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dermganntukannya.

Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang hdalis dan diikuti untuk
melakukan kegiatan di bidang air tanah.

Daerah Lepasan Air Tanah adalah suatu wilayah dinpaoses pelepasan air
tanah berlangsung, yang ditandai oleh kedudukananpu&atik lebih rendah
dari pada muka pisometrik.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disebgajAMDAL adalah
kajian dampak besar dan penting suatu usaha dan ladgiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukbagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan daaratau kegiatan.
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56. Upaya Pengelolaan Lingkungan atau disebut juga Wdalah upaya yang
memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalangkea pengelolaan
lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan m@nupakan upaya
pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

57. Upaya Pemantauan Lingkungan atau disebut juga WRlala upaya yang
memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalangkaa pemantauan
lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilakukan m@nupakan upaya
pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang swlgajdisingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPRg&stauan.

BAB I1
TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanahlal&kesecara menyeluruh,
terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengarartujintuk mewujudkan
kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesarbga kemakmuran
rakyat.

Pasal 3

Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ¢hkettengan prinsip
keterpaduan dengan air permukaan dengan berpedopaala peraturan
perundang-undangan.

BAB 11
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalaal Radidasarkan pada
cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaggada kebijakan
pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaaarah di Kota.

Bagian Kedua
K ebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 5

(1) Kebijakan pengelolaan air tanah Kota sebagaimansldiud dalam Pasal
4 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraasekamsi air tanah,
pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusatarah, dan sistem
informasi air tanah yang disusun dengan mempedratbkondisi air tanah
setempat.

(2) Kebijakan pengelolaan air tanah Daerah sebagaindanaksud pada ayat
(1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi ndal&ebijakan
pengelolaan sumber daya air Kota dengan berpedopaala peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Cekungan Air Tanah

Paragraf 1
Kriteria Cekungan Air Tanah

Pasal 6

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan krisebagai berikut:

a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol olebndisi geologis
dan/atau kondisi hidraulik air tanah;

b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan aah taalam satu
sistem pembentukan air tanah; dan

c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Paragraph 2
Penetapan Cekungan Air Tanah

Pasal 7

(1) Gubernur menyusun rancangan penetapan cekungiamair.

(2) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaidiareksud pada
ayat (1) disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a. identifikasi cekungan air tanah;
b. penentuan batas cekungan air tanah; dan
c. konsultasi publik.

(3) Rancangan penetapan cekungan air tanah dapatkdinsaleh Walikota.

(4) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaidiareksud pada
ayat (1) sebelum diajukan kepada Gubernur harusndiktasikan dengan
dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumberalagtaerah.

(5) Dalam hal dewan atau wadah koordinasi pengelolaanber daya air
daerah tidak atau belum terbentuk, rancangan pmaretaekungan air
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsgagmhikan kepada
Gubernur.

(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Byaf2), (3) dan (4)
Gubernur melakukan evaluasi.

(7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksuda pagat (5)
Gubernur dapat menolak atau menyetujui usulan rgaa penetapan
cekungan air tanah.

Pasal 8

Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapamjalitikembali apabila ada
perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bgketan dan/atau ditemukan
data baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaledach Pasal 6.

Bagian Keempat
Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 9

(1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaldaldm Pasal 4
merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, edddes,
memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi  &nah,
pendayagunaan air tanah, dan pengendalian day& misatanah pada
cekungan air tanah.

(2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimakzaga ayat (1)
disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalala pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai.
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(3) Pola pengelolaan Sumber air tanah sebagaimana slithagada ayat (2)
terdiri atas pola pengelolaan sumber daya air padayah sungai
meliputi :

a. dalam satu Kota;
b. lintas Kota

Pasal 10

(1) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dichattalam Pasal 9
ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam strategiagehnaan pengelolaan air
tanah.

(2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaindimaksud pada
ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekusigsanah.

Pasal 11

(1) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagairdimaksud dalam
Pasal 10 disusun berdasarkan data dan informagjenan
a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologekungan air tanah
yang bersangkutan;
b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluanapadkungan air
tanah yang bersangkutan; dan
c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
(2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada ga&kuair tanah yang
bersangkutan;
b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan danasas pengelolaan
air tanah;
c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih m@metapkan
skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk aksahakan
skenario pengelolaan air tanah.

Pasal 12

(1) Walikota menyusun dan menetapkan strategi pelaksampeengelolaan air
tanah pada cekungan air tanah di Daerah berdasddkhbijakan teknis
pengelolaan air tanah di Daerah dan mengacu pddappagelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan aiah tasebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota akesulengan
kewenangannya melalui konsultasi publik dengan nketgprtakan
instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 13

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimimaksud dalam Pasal

11:

a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan olbar@ur;

b. dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahedekan dan dapat
ditinjau kembali apabila ditemukan data dan infosnfearu.
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BAB II1
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskada strategi
pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsggirkbangan antara
upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

(2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanapalaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi ashtapendayagunaan
air tanahgdan pengendalian daya rusak air tanah.

(3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimanakslid pada ayat
(2), Walikota dapat membentuk unit pelaksana teksesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

(1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untulghasgitkan rencana
pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedataa arahan dalam
kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengenddiya rusak air
tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimakadd ayat (1)
disusun secara terkoordinasi dengan rencana pda@gelcumber daya air
yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar mdafgenyusunan
program pengelolaan air tanah.

(3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimalmdh ayat (2)
dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan platgan air tanah yang
memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi pameliharaan
prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 16

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimakdaoch Pasal 15 ayat (2)
disusun melalui tahapan:

a. inventarisasi air tanah;

b. penetapan zona konservasi air tanah; dan

C. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaanair ta

Paragraf 2
I nventarisasi

Pasal 17

(1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud ddéfasal 16 huruf a
dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasaaah.

(2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksada payat (1)
meliputi :
a. kuantitas dan kualitas air tanah;
b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkaighn air tanah;
c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungzmair;

d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
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e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dargjr tanah.

(3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada @) dilakukan
pada setiap cekungan air tanah.

(4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pagst &3) dapat
dilakukan melalui kegiatan:
a. pemetaan;
b. penyelidikan;
c. penelitian;
d. eksplorasi; dan/atau
e. evaluasi data.

(5) Walikota melaksanakan inventarisasi air tanah smbsna dimaksud
pada ayat (4) dengan berpedoman pada peraturandpeg:undangan yang
berlaku.

Pasal 18

(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakagiatén
inventarisasi air tanah.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tansdbagaimana
dimaksud pada ayat (1) Walikota sesuai dengan kawgamnya dapat
menugaskan pihak lain.

Pasal 19

Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksaldnd Pasal 18&lilaporkan
kepada Gubernur.

Paragraf 3
Penetapan Zona Konservas

Pasal 20

(1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi agabmana dimaksud
dalam Pasal 19 digunakan sebagai bahan penyusumen konservasi air
tanah.

(2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pgda (1) disusun
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengamnagannya setelah
melalui konsultasi publikdengan mengikutsertakan instansi teknis dan
unsur masyarakat terkait.

(3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pgag (2) memuat
ketentuan mengenaikonservasi dan pendayagunaan air tanah pada
cekungan air tanah.

(4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pgaka (2) disajikan
dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:

a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerabulman air tanah;
dan

b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona ameaman, Kkritis,
dan rusak.

(5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkaragseimana dimaksud
pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila teérjaerubahan kuantitas,
kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungir tanah yang
bersangkutan.

(6) Penetapan zona konservasi air tanah sebagaimareksilich pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Walikota.
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Paragraf 4
Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 21

(1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimattalain Pasal 16
huruf ¢ memuat pokok-pokok program konservasi, pgagunaan, dan
pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimakadd ayat (1)
disusun dengan:

a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilsyabai yang
bersangkutan;

b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanaudapzona
konservasi air tanah.

Pasal 22

(1) Walikota menyusun dan menetapkan rencana pengel@daatanah pada
cekungan air tanah di Kota sebagaimana dimaksudndaPasal 21
berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan reah tpada cekungan air
tanah di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah sebagaiciamksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kemgannya melalui
konsultasi publik dengan mengikutsertakan instatedinis dan unsur
masyarakat terkait.

Pasal 23

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimdktard Pasal 22 :

a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan olbbr@ur;

b. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka metendan jangka pendek
yang jangka waktunya masing-masing diserahkan lepkedsepakatan
pihak yang berperan dalam perencanaan di setiapngak air tanah yang
bersangkutan; dan

c. dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubaharatsti pengelolaan air
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaidiaaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaanstkaoksi, operasi dan
pemeliharaan  dalam  kegiatan  konservasi, pendayaguna dan
pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemelihar&@agaenana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengamekangannya dengan
mengacu pada rencana pengelolaan air tanah padangsek air
tanah yang bersangkutan.

(3) Walikota dalam melaksanakan konstruksi, operasi daameliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaiieknlain.

(4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharabagaenana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izierorpngan dan
masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingatirsen

(5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharabagaenana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi aiahta akuifer dan
lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhad#grskeliaan air tanah
pada cekungan air tanah.
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Pasal 25

(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud daksal R4 ditujukan
untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekaingamah.

(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud paata (&y dilakukan
berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuaiardekgtentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimanaksdd dalam
Pasal 24 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya kwasg
pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasgada cekungan
air tanah.

(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:

a. pemeliharaan cekungan air tanah;
b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekurganadi.

(3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dithagada ayat (2)
huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dam/aperbaikan
kerusakan akuifer dan air tanah.

(4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungdanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yangi tetas kegiatan
pengaturan, pengalokasian serta penyediaan alr;tana

b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah tedgi atas
kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurumaysi fprasarana
air tanah.

Pasal 27

Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharadragaenana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peratakkota.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan mauzn
pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksapaagelolaan air
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapagaskan pihak lain.

(3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah lcalakaelalui:
a. pengamatan;
b. pencatatan;
c. perekaman;
d. pemeriksaan laporan; dan/atau
e. peninjauan secara langsung.

(4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah ldilakeecara berkala
sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah berped pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakamluasi
pelaksanaan pengelolaan air tanah.

(2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagairdimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis damilpean terhadap hasil
pemantauan.
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Pasal 30

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tangundkan sebagai dasar
pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atauakukln peninjauan atas
rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima
Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

(1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kedangan keberadaan,
daya dukung, dan fungsi air tanah.

(2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada (dyatlilaksanakan
berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

(3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada @yatdilakukan
secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang akgmc daerah
imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:

a. perlindungan dan pelestarian air tanabh;
b. pengawetan air tanah; dan
c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemargmah.

(4) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menygégakan

kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakasyarakat.

Pasal 32

(1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dikak pemantauan
air tanah.

(2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada (Ayatitujukan
untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas/at@n lingkungan air
tanah.

(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada (Byatlilakukan
pada sumur pantau dengan cara:

a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;

b. memeriksa sifat fisika, kandungan wunsur kimia, dmol atau
radioaktif dalam air tanah;

c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai athwsahakan;
dan/atau

d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tasaperti
amblesan tanah.

(4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada (8yatselain
dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukda pamur produksi.

(5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksual g@yat (3) dan ayat
(4) berupa rekaman data yang merupakan bagiansddem informasi air
tanah Daerah.

(6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksuda paght (5)
digunakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangarsgy@gai bahan
evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan,pelagendalian daya
rusak air tanah.

Pasal 33
(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal &2 (3)y digunakan
sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.

(2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan
dipelihara oleh Walikota sesuai dengan kewenanganny
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Pasal 34

(1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal &2 (8y dibuat
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Gubetanr ditempatkan
pada jaringan sumur pantau.

(2) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkanggar sumur
pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:

a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan aiatan
b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambiaanah; dan
c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 35

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimdinaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindudgn melestarikan
kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

(2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah selmagaa dimaksud pada
ayat (1) Walikota sesuai kewenangannya menetapkavadan lindung air
tanah.

(3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tarssbagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhaaraaht

b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau

c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah padaazdritis dan
zona rusak.

Pasal 36

(1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuban tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ludifakukan dengan
cara:

a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanabh;

b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggaltan kegiatan
lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokssmunculan mata
air; dan

Cc. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemaenkebutuhan
pokok sehari-hari.

(2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dinthldalam Pasal
35 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikegiatan yang dapat
mengganggu sistem akuifer.

(3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanada zona kritis dan
zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (8yahuruf c
dilakukan dengan cara :

a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengursexara bertahap
pengambilan air tanah baru pada zona kritis aattan
melarang pengambilan air tanah pada zona rusaireih; dan
menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3
Pengawetan

Pasal 37
(1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalaml Béas ayat (3)

huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan nkedbungan
ketersediaan air tanah.
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(2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada(Byatilaksanakan
dengan cara:
a. menghemat penggunaan air tanah;
b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Walikota sesuai dengan kewenangannya mendoronggpeagair tanah
untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 38

(1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalasal P& ayat (2)
huruf a dilakukan dengan cara:
a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisietukurberbagai
macam kebutuhan;
b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dardamerulang
air tanabh;
mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
memberikan insentif bagi pelaku penghematan aattan
memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosarmaaatt; dan/atau
g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
(2) Pelaksanaan penghematan air tanah tanah sebagaidiaraksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

~® Qo

Pasal 39

(1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimdanaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara peemanyak jumlah air
permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buata

(2) Penetapan imbuhan buatan sebagaimana dimaksud gada(l) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

(1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana slichattalam Pasal
37 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengalirdan
pelepasan air tanah;
b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
membatasi penggunaan air tanah dengan tetap merakana
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau peaggali tanah;
f
g

o

mengatur kedalaman pengeboran atau penggaliaamnain;tdan
menerapkan tarif progresif dalam penggunaan aiahtasesuai dengan
tingkat konsumsi.
(2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana slichglada ayat (1)
terutama dilakukan pada:
a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan aihte@aintensif;
b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degraldemsi;
c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
(3) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana slichglada ayat (1)
diatur dengarPeraturan Walikota.
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Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 41

(1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaratarsah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c¢ ditujukamtuk
mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanakuase dengan
kondisi alaminya.

(2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaratarsah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. mencegah pencemaran air tanah;
b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan peafjand pencemaran
air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidagkungan hidup.

Pasal 42

Untuk menghindari pencemaran air tan@gengguna air tanah harus menutup
setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitataa@hnya telah tercemar.

Bagian Keenam
Pendayagunaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

(1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkatanah dengan
mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-haaisyarakat
secara adil dan berkelanjutan.

(2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkamanee pengelolaan

air tanah.
(3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pata1a dilakukan
melalui:
a. penatagunaan;
b. penyediaan;
C. penggunaan;
d. pengembangan; dan

e. pengusahaan.
(4) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarak
pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakayanafat.

Paragraf 2
Penatagunaan

Pasal 44
(1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dasal B3 ayat (3)
huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatsntanah dan

peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yaswgsuh berdasarkan
zona konservasi air tanah.
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(2) Penetapan zona  pemanfaatan air  tanah dilakukan adeng
mempertimbangkan :

sebaran dan karakteristik akuifer;

kondisi hidrogeologis;

kondisi dan lingkungan air tanah;

kawasan lindung air tanabh;

kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;

data dan informasi hasil inventarisasi pada ceko@gaanah; dan
g. ketersediaan air permukaan.

(3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksu& @gat (1),
merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengebpeaggalian,
pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air ts@h, penyusunan
rencana tata ruang wilayah.

(4) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkaa pemanfaatan
air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimaraksdd pada ayat
(4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan atvadoordinasi
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungaj parsangkutan.

(6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daygpada wilayah
sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapaa pemanfaatan
air tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikotasuge dengan
kewenangannya.

(7) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimaraksdd pada ayat
(4) diatur dengan Peraturan Walikota.

~PQ0 T

Pasal 45

(1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimadasliagn pasal 44
ayat (1) disusun oleh Walikota sesuai dengan kemgaraya dengan
mempertimbangkan :

a. kuantitas dan kualitas air tanah;

b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;

c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertambgagann
d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan

e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

(2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan @naht
dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolasamber daya air di
wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daygpada wilayah
sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyasyreruntukan air
tanah pada cekungan air tanah dapat langsung Kdakwleh Walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(4) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan ap@&sgn
pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah padangak air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penyediaan

Pasal 46

(1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalaral B8s ayat (3)
huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dpemanfaatan air
tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan &sidién kuantitasnya.

(2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tdik@ksanakan sesuai
dengan penatagunaan air tanah paling sedikit unrkenuhi:

a. kebutuhan pokok sehari-hari;
b. pertanian rakyat;

c. sanitasi lingkungan;

d. industri;
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e. pertambangan; dan
f. pariwisata.

(3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok selari-imerupakan
prioritas utama di atas segala keperluan lain.

(4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikalangsungan
penyediaan air tanah yang sudah ada.

(5) Penetapan urutan prioritas penyediaan air tanatagagbhana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

(1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan meatigarh rencana
penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yargabgkutan.

(2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimakadd pyat (1)
disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 48

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalaal Rasayat (3)
huruf c¢ ditujukan untuk pemanfaatan air tanah daasgrana pada
cekungan air tanah.

(2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian aahtalan pengusahaan air
tanah.

(3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada (Byatlilakukan
sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tgaab telah
ditetapkan pada cekungan air tanah.

(4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada (Byatlilakukan
dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah padé&eraldalam yang
pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifeerhdadap
pengambilan air tanah.

(5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar ata
a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;

b. kondisi dan lingkungan air tanabh;
c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan margladan
d. penggunaan air tanah yang telah ada.

(6) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada(l3ydtatur dengan

Peraturan Walikota.

Pasal 49

(1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalaal PR&sayat (1)
dilakukan melalui pengeboran atau penggalian aafta

(2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimamaksilid pada ayat
(1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik tussm, kondisi
hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemasamta kondisi
lingkungan sekitarnya.

(3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimamaksilid pada ayat
(1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan @nah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a.

(4) Teknis pengeboran atau penggalian air tanah sebagai dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 50

(1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalaml R8saayat (2)
merupakan kegiatanpenggunaan air tanah yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanianyatakdan kegiatan
bukan usaha.

(2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebaga@ndimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukiagak mencukupi.

(3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada(Byadapat dilakukan
setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatatanah.

(4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah uktgi@tan bukan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh denrgampemakaian air
tanah yang diberikan oleh Walikota.

(5) l1zin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud @4 (4) dapat
diberikan kepada perseorangan, badan, atau ing@msrintah.

Pasal 51

(1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diglertanpa izin apabila
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagisqmangan dan
pertanian rakyat.

(2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah unteknenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimanakdud pada ayat (1)
ditentukan sebagai berikut:

a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameteanigudari 2 (dua)
inci (kurang dari 5 cm);

b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga simadari
sumur gali; atau

c. penggunaan air tanah kurang dari 108&buian per kepala keluarga
dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat

(3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah unteknenuhi kebutuhan
pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayatlif@ntukan sebagai
berikut:

a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh pamukiman;

b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per degbér kepala keluarga
dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan

c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kélfauntu pokok
sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 52

(1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanalgasmbaa dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d ditujukan untuk imgatkan
kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi pergedia tanah.

(2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud patglaydiutamakan
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari darapim rakyat.

(3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud patidlayhanya dapat
dilaksanakan selama potensi air tanah masih menmmkagk diambil
secara aman serta tidak menimbulkan kerusakanaa#thtdan lingkungan
hidup.

(4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud padd €3)
diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaanarsah dan rencana
tata ruang wilayah.

(5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud peaata (2y wajib
mempertimbangkan :
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daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
kondisi dan lingkungan air tanah;
kawasan lindung air tanabh;
proyeksi kebutuhan air tanah;
pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
data dan informasi hasil inventarisasi pada ceko@gatanah; dan
g. ketersediaan air permukaan.
(6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada(3ydilakukan
melalui tahapan kegiatan:
a. survei hidrogeologi;
b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisikengeboran, atau
penggalian eksplorasi;
c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan dir tana
(7) Teknis pengembangan air tanah sebagaimana dimagkadd ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.

-0 Q0T

Paragraf 6
Pengusahaan

Pasal 53

(1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalaal #& ayat (3)
huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagha yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

a. bahan baku produksi;

b. pemanfaatan potensi;

c. media usaha; atau

d. bahan pembantu atau proses produksi.

(2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada (Byadapat
dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk tkban pokok sehari-
hari dan pertanian rakyat masyarakat setempatrtenpe

(3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 pddpentuk:

a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/ata
c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokésnter

(4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:

rencana pengelolaan air tanah;

kelayakan teknis dan ekonomi;

fungsi sosial air tanah;

kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan

ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraty@mndang-

undangan.

®oo o

Pasal 54

(1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki gumna usaha air dari
pemanfaatan air tanah.

(2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah ambaga dimaksud
pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaartaamiah yang diberikan
oleh Walikota.

(3) 1zin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pgdt (3) dapat
diberikan kepada perseorangan atau badan.

Pasal 55
Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan tenmad& ikutan dan/atau

pengeringan dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bida
pertambangan dan energi.
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Pasal 56

Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkdwmsalgpenggunaan air
tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian magngusahaan air tanah.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 57

(1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untukencegah,
menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan ksindir tanah akibat
intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan,u ataengurangi
terjadinya amblesan tanabh.

(2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana slichgada ayat (1)
dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air htanaan
meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mendfzm atau
mengurangi laju penurunan muka air tanah.

(3) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarglengendalian
daya rusak air tanah.

Pasal 58

(1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaandimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pdrtgamair tanah di
daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya rkkaagan antara
muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.

(2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin aggbmana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) dilarang mengambil airitaih@aerah pantai.

(3) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi asin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengama enenciptakan
resapan buatan atau membuat sumur injeksi di dagmaly air tanahnya
telah tercemar air asin.

Pasal 59

(1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagairdenaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi peliggn air tanah
bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izimgysahaan air tanah
pada zona kritis dan zona rusak.

(2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah s&baga dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan menglantgengambilan air
tanah.

(3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebag@mdimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan membuathan buatan.

Pasal 60
Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana slichalalam Pasal 57, Pasal
58, dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Waliketeyah berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61
Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Waliksgsuai dengan

kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagayaupengendalian daya
rusak air tanah.
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Pasal 62

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondsi lingkungan air tanah
yang rusak akibat penggunaan air tanah yang diakwa dengan tindakan
penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibdrusi air asin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau rkefaekuindakan
penghentian dan pengurangan terjadinya amblesarah tasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Memperoleh |zin

Pasal 63

(1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau géemngusahaan air
tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secatalige kepada
Walikota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikmnpiri informasi:

a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;

b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalianar;, dan

c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pémogm
lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampakklingan (Amdal)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

(3) Cara memperoleh izin pemakaian air tanah atau p@mgusahaan air
tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangangan.

Pasal 64

(1) 1zin pemakaian air tanah atau izin pengusahaartaa@h diterbitkan oleh
Walikota dengan ketentuan:

a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi ldwas negara setelah
memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persatugiari Menteri;

b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/keetelah
memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persatujudari
gubernur; atau

c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabojk@ta setelah
memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persamtujdari dinas
kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

(2) SKPD yang membidangi air tanah wajib memberikanomedndasi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisietpgran atau
penolakan pemberian izin berdasarkan zona konseivadanabh.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus nempalang sedikit
nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana (mnwgae atau
penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan m@éh,tadan ketentuan
hak dan kewajiban.

(4) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusawayid disampaikan
kepada Gubernur.

(5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (@ndasarkan
rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Timur.

Pasal 65

Tatacara dan persyaratan perizinan dan pemberigomendasi teknis diatur
dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 66

(1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau emgpsahaan air tanah yang
mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib mddaku eksplorasi
air tanah.

(2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksua paet (1) digunakan
sebagai dasar perencanaan:

a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
b. penempatan saringan pada pekerjaan konsto#si;
c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimakdaa

Pasal 67

(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pehgasaair tanah hanya
dapat melakukan pengeboran atau penggalian airh tahalokasi yang
telah ditetapkan.

(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimareksilich pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintahsgoeangan atau badan
yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk atelkan pengeboran
atau penggalian air tanah.

(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengebo atau penggalian
air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dggeatoleh melalui:

a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

(4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pwafa () huruf a dan
huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuaatupgn perundang-
undangan.

(5) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengedro atau penggalian air
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatugaderPeraturan
Walikota.

Pasal 68

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izingps@haan air tanah dapat
diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapatmigejang.

Pasal 69

(1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam MB&saliberikan oleh
Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yaesi persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) darf2y

(2) SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis untuk gmgapgan izin
harus memperhatikan:

a. ketersediaan air tanah; dan
b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 70

(1) Walikota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaantanah atau izin
pengusahaan air tanah yang diterbitkan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didekuknulai dari
kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 71

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Hdakterhadap debit
dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna mekatapkembali debit
yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimanatiencaalam izin.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditekukerdasarkan
laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalitanah.
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3)

Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggadimmt tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedétunt:

a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;

b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;

c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer ydisgdap; dan

d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang 1 zin

Pasal 72

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah
berhak untuk memperoleh dan menggunakan air taesinas dengan ketentuan
yang tercantum dalam izin.

Pasal 73
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pErgegin pengusahaan air
tanah wajib:
a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran @uggalian air

b.

o

@~oo

(1)

(@)

(1)

(2)

tanah kepada Walikota;

menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengaisahia tanah setiap
bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada gubern

memasang meteran air pada setiap sumur produksk umemakaian atau
pengusahaan air tanabh;

membangun sumur resapan di lokasi yang ditentulkdnWalikota;

berperan serta dalam penyediaan sumur pantawatm;ta

membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan

melaporkan kepada walikota apabila dalam pelaksamsngeboran atau
penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusalar tanah

ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkunga

Pasal 74

Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajiinbergkan air paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit agaran atau
pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izigi Ipgemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimiamzksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Berakhirnyalzin

Pasal 75

Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaatamh berakhir karena :

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpaajang

b. izin dikembalikan; atau

c. izin dicabut.

Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin peabaan air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membeabasieavajiban

pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belenpenuhi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)
(2)

@)

BABV
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 76

Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Walikota yeksmggarakan
sistem informasi air tanah.

Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksuda payat (1)
merupakan bagian jaringan informasi sumber daya yaing dikelola
dalam suatu pusat pengelolaan data di Daerah.

Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada (Ayameliputi data dan
informasi mengenai :

konfigurasi cekungan air tanabh;

hidrogeologi;

potensi air tanah;

konservasi air tanah;

pendayagunaan air tanah;

kondisi dan lingkungan air tanah;

pengendalian dan pengawasan air tanabh;

kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan

kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yangaitedengan air
tanah.

e N

Pasal 77

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukatalmetahapan:

a.
b.
c.
d.

(1)
(2)

3)

(4)

(1)
(2)

pengambilan dan pengumpulan data;

penyimpanan dan pengolahan data;

pembaharuan data; dan

penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 78

Walikota menyediakan informasi air tanah bagi sempiak yang
berkepentingan dalam bidang air tanah.

Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasibagamana
dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemering@rseorangan atau
badan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengartamah wajib
menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada talik

Instansi pemerintah, perseorangan atau badan yargjaksanakan
kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjankaakuratan,
kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi gisagnpaikan.

Penyediaan sistem informasi air tanah sebagaimamakdud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan leetdas kebutuhan
nyata pengelolaan air tanah.

Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi

a. biaya sistem informasi;

b. biaya perencanaan;

c. biaya pelaksanaan konstruksi;

d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan

e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayasarakat.
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(3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud padat &%) huruf a
merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan pengumpulan,
penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitaerta
penyebarluasan data dan informasi air tanah.

(4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayathyguf b
merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ymman kebijakan
teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelalatanah.

(5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksdd pyat (2) huruf
c merupakan biaya untuk penyediaan sarana danrgnas@pada cekungan
air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagundan, pengendalian
daya rusak air tanah.

(6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungiantanah serta
operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekunganad.

(7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan rakayasebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya ydihgtuhkan untuk
memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanata gembiayaan
untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolatamain.

Pasal 80

(1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan ft@nah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa:

a. APBD, untuk membiayai kegiatan pengelolaan air Hanpada
cekungan air tanah;

b. anggaran swasta; dan/atau

c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.

(2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada aydtu(@j b bersumber
dari anggaran swasta atas peran sertanya dalarelplkag air tanah.

(3) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tamdiagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ adalah pajak yang dipungeh giemerintah daerah
sesuai kewenangannya dan pemanfaatannya sebagidank upiaya
pelaksanaan konstruksi, operasional pemeliharaatamdakonservasi
air tanah.

Pasal 81

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pmage air tanah pada
cekungan air tanah lintas Kota/Kabupaten yang payalbin pengelolaannya
ditetapkan bersama oleh Pemerintah Kota dan Koba/faen yang
bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

BAB VII
PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 82

(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarak
pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan unmdningkatkan
kinerja dalam pengelolaan air tanah.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (&Jendigarakan
dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, bpeingan, dan
pendampingan.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapaksemhakan upaya
pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

(4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam benjak&aa.
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Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 83

(1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan epdatian
penggunaan air tanah.

(2) Walikota  menyampaikan laporan penyelenggaraan peladjan
penggunaan air tanah kepada gubernur.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 84

(1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untukjamén kesesuaian
antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah denganaturan
perundang-undangan terutama menyangkut ketentuaninigttatif dan
teknis pengelolaan air tanah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)satian oleh
Walikota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 85

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atayelpaggaraan
pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengadentken dalam izin
pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air.tanah

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud agpala (1)
dilakukan terhadap:

a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanamakaian
dan/atau pengusahaan air tanah;

b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkuraga tanah;
atau

c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan kuliggn
dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 86

Teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraagelp@an air tanah
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

(1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepadaagepemegang izin
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daksal 63, Pasal
67, Pasal 68, Pasal 73, atau Pasal 74.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada(ayaerupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
C. pencabutan izin.

Pasal 88
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis ageimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dikenakan kepadaegang izin yang

melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dichakslam Pasal 63,
Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 atau Pasal 74.
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(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis ageimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga)Sealara berturut-turut
masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibanngatelah
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiggebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pengiersgamentara seluruh
kegiatan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementagturuh kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan uptngka waktu 3
(tiga) bulan.

(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibanngatelah
berakhirnya jangka waktu penghentian sementara rutelukegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakanigarksabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku makaua perizinan yang
berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telgbrbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tdteapaku sampai dengan
masa berlakunya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahsepanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturakdial

Pasal 91
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yselampgan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramab#&eta Pasuruan.
Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 November 2010
WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI
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Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 Maret 2011

Plt. SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs.H. BAHRUL ULUM , MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011
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Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat |
NIP. 19570216 198603 1 006
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PENJELASAN
ATAS

PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

UMUM

Pengaturan mengenai proses pelaksanaan pengehlitaganah yang menyeluruh,

terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dimaksudgan:

a. pendayagunaan air tanah dapat diselenggarakan rdemgajaga kelestarian fungsi
sumber daya air secara berkelanjutan;

b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, sfutiggkungan hidup, dan fungsi
ekonomi air tanah;

c. tercapainya sebesar-besarnya kemanfaatan air $aoala efektif dan efisien;

d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingagah memperhatikan sifat alami air
yang dinamis;

e. terlindunginya hak setiap[ warga negara untuk meolple kesempatan yang sama untuk
berperan dan menikmati hasil pengelolaan ait tanabh;

f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengatotar tanah.

Pertumbuhan Penduduk yang pesat serta pengembdngédayah yang tidak teratur
dapat mendorong pemanfaatan air tanah oleh masyar#@pabila tidak dikendalikan
dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan darstikgbn tanah, sehingga perlu diatur
pengelolaan air bawah tanah yang terpadu dan heskelsungan yang berpijak pada kegiatan
konservasi pendayagunaan air tanah yang tepat danapengendalian dampak rusaknya
kelestarian air bawah tanah.

Air tanah mempunyai peran yang sangat penting kelgidupan dan penghidupan
rakyat Indonesia mengingat fungsinya sebagai ssd#ih kebutuhan pokok, oleh karena itu air
tanah harus dikelola secara bijaksana, menyeluarpadu, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan. Pengelolaan air tanah secara teknik piksesuaikan dengan perilaku air tanah
meliputi keterdapatan, penyebaran, ketersediaan #aalitas air serta keberadaan
lingkungannya. Pengelolaan air tanah wajib mengacia kebijakan pengelolaan air tanah pada
cekungan air tanah kebijakan ini mengacu pada PHEZayat (2) Undang-Undang Nomor
7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kebijakargplataan air tanah di Kota ditetapkan oleh
Walikota. Pengelolaan air tanah perlu diarahkarapaseimbangan antara upaya konversi dan
pendayagunaan air tanah yang terintegrasi dalamgkab dan pola pengelolaan sumber daya
air.

. PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1 :  Adanya pengertian tentang istilah dalgmsal ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah ta&sirshlah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasall-pa
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 . Cukup jelas

Pasal 3 . Prinsip keterpaduan meliputi penyelaragn konversi,
pendayagunaan, pengendalian gaya rusak air yang
dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan
tanggungjawab instansi sesuai dengan tugas pokak da
fungsinya.

Pasal 4 : Cukup jelas.
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Pasal 5
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24

Ayat (3)

Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Ayat (2)

Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah

Kebijakan pengelolaan air meruapakn kegan yang bersifat
mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan
mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelexayga
pengelolaan tanabh.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pengelolaan sumber daya air, proses ymman dan
penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelciaanber
daya air sebagai acuan dalam proses penyusunan dan
penetapan kebijakan, strategi, dan rencana peagelchir
tanah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalaistansi atau
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, perguiaggi t
atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di didan
tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan seferagjan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalaistansi atau
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, perguinggi t
atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di didan
tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sederagan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

31



Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 79
Pasal 80
Pasal 81
Pasal 82
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 86
Pasal 87
Pasal 88
Pasal 89
Pasal 90
Pasal 91
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Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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